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ABSTRAK
Kasus antara Budi Said dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam)
menjadi perhatian publik karena menyangkut pertanggungjawaban
perdata dalam transaksi jual beli emas yang melibatkan nominal
besar. Dalam kasus ini, penggugat mengalami kerugian karena
pembelian emas yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal
meskipun transaksi tersebut dilakukan melalui pegawai resmi PT
Antam. Tulisan ini memeriksa dasar hukum pertanggungjawaban
perdata PT Antam berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata serta
hubungannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Nomor 8 Tahun 1999. Metode normatif yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Antam masih dapat dimintai
pertanggungjawaban meskipun transaksi dilakukan oleh pegawai.
Ini karena adanya hubungan kerja dan penggunaan fasilitas resmi
perusahaan. Pengadilan yang memenangkan Budi Said menjadi
preseden penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi
konsumen dan menegur kelemahan sistem pengawasan internal
korporasi. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip
keadilan dan itikad baik dalam dunia usaha, dan menegaskan
betapa pentingnya reformasi perlindungan konsumen di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, PT Antam, Budi Said,
Perlindungan Konsumen, Jual beli emas.

ABSTRACT
The case between Budi Said and PT Aneka Tambang Tbk (Antam) has
drawn public attention due to civil liability issues in a high-value gold
trading transaction. In this case, the plaintiff suffered losses because the
gold purchase did not align with the initial agreement, even though the
transaction was conducted through Antam’s official employees. This paper
examines the legal basis for Antam’s civil liability under Article 1365 of
the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and its relation to Law Number
8 of 1999 concerning Consumer Protection. The normative method used in
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this study involves a case approach and statutory analysis. The results
indicate that Antam can still be held liable, despite the transaction being
carried out by its employees, due to the employment relationship and use of
official company facilities. The court’s decision in favor of Budi Said sets
an important precedent in ensuring legal protection for consumers and
highlights weaknesses in corporate internal oversight. This case
underscores the significance of the principles of justice and good faith in
business practices and affirms the urgency of consumer protection reform
in Indonesia..

Keywords: Civil Liability, PT Antam, Budi Said, Consumer Protection,
Gold Trading.

PENDAHULUAN

Dengan perkembangan globalisasi sehingga menimbulkan banyak inovasi — inovasi yang
menyebabkan perkembangan dunia perekonomian semakin maju. Salah satu dari inovasi
tersebut adalah jual beli emas. Perkembangan transaksi jual beli emas di Indonesia mengalami
peningkatan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap logam mulia sebagai bentuk
investasi. PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak di bidang penjualan dan pengolahan emas, memegang peran penting
dalam industri ini. Nama besar PT Antam kerap diasosiasikan dengan kredibilitas dan jaminan
mutu. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan terjadinya
penyimpangan yang merugikan konsumen, sebagaimana terlihat dalam kasus yang melibatkan
Budi Said, seorang pengusaha asal Surabaya, dengan PT Antam.

Kasus ini menarik untuk dianalisis karena menyangkut dua hal penting: pertama,
mengenai bentuk pertanggungjawaban perdata korporasi dalam hukum Indonesia, terutama
apabila perbuatan merugikan dilakukan oleh pegawai dalam lingkup pekerjaannya; kedua,
mengenai implikasi hukum dari putusan pengadilan terhadap perlindungan konsumen dan
kepercayaan masyarakat terhadap investasi emas di Indonesia. Putusan ini menjadi preseden
penting dalam menilai batas tanggung jawab perusahaan terhadap perbuatan bawahannya, serta
menjadi refleksi terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif, yaitu
pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan
hakim pada tingkat kasasi, serta doktrin hukum yang relevan dengan kasus sengketa emas antara
Budi Said dan PT Antam. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan
mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan dan putusan pengadilan,
bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti
kamus hukum dan ensiklopedia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menilai
implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan konsumen dan iklim investasi emas di
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Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku
di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus yang terjadi antara Budi Said dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menunjukkan
pentingnya pertanggungjawaban perdata korporasi dalam transaksi jual beli emas. Sengketa
dimulai ketika Budi Said membeli 7 ton emas dengan harga diskon, tetapi hanya mendapatkan
5,9 ton. Meskipun transaksi dilakukan melalui pegawai resmi PT Antam dan menggunakan
fasilitas perusahaan, PT Antam menolak bertanggung jawab atas sisa emas yang belum
dikirimkan karena transaksi tidak dilakukan melalui mekanisme resmi perusahaan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kode Hukum Perdata, tindakan ini termasuk dalam
kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara hukum. Meskipun pelanggaran tersebut
dilakukan oleh pegawai tertentu, perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena
dilakukan dalam lingkup kerja, di kantor resmi, dan melalui rekening perusahaan. Hal ini juga
sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 1367 Kode Hukum Perdata, yang
menetapkan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang
yang berada di bawah tanggungannya.

Dalam hal perlindungan konsumen, UU No. 8 Tahun 1999 juga memberi Budi Said, sebagai
konsumen, dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi. Pelaku usaha diharuskan untuk
mengganti kerugian atas barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian menurut Pasal 19.
Sebuah keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Budi Said dan menghukum
PT Antam untuk membayar kerugian materiil dan immateriil serta dwangsom menunjukkan
bahwa hukum masih mampu melindungi hak-hak konsumen meskipun berhadapan dengan
perusahaan besar seperti perusahaan multinasional.

Namun, dalam tahap Peninjauan Kembali (PK) kedua, Mahkamah Agung secara langsung
membatalkan kewajiban PT Antam dengan alasan dampak yang akan ditimbulkan pada
ekonomi negara. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa ada ambivalensi hukum yang
menyembunyikan posisi konsumen di tengah kepentingan ekonomi makro. Strategi hukum PT
Antam juga menunjukkan asimetri kekuatan hukum antara konsumen individu dan perusahaan
besar. Mekanisme PK yang berulang menciptakan preseden yang dapat membahayakan
perlindungan konsumen ke depan karena memungkinkan pelaku usaha untuk menghindari
tanggung jawab formal.

Dalam hal investasi emas, kasus ini meningkatkan ketidakpercayaan publik, yang merugikan
iklim investasi. Investor melihat ketidakpastian hukum di sektor ini, dan konsumen menjadi ragu
terhadap jaminan hukum dalam transaksi emas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan
pelaku usaha harus meningkatkan sistem regulasi, pengawasan internal, dan penyelesaian
sengketa untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi konsumen dan pelaku usaha.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tingkat
pertama dan kasasi secara normatif menetapkan perlindungan konsumen dalam kasus Budi
Said. Namun, perlindungan ini menjadi tidak efektif ketika dihadapkan pada praktik hukum
yang menerima pertimbangan non-yuridis. Oleh karena itu, sistem perlindungan konsumen
Indonesia harus direformasi secara mendasar. Ini akan mencakup meninjau ulang mekanisme
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perlindungan konsumen (PK) yang rentan terhadap penyalahgunaan dan meningkatkan posisi
konsumen dalam proses hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa kasus jual beli emas
semakin sering seiring terjadinya inovasi di dunia ekonomi. Namun jual beli emas tidak selalu
berjalan lancar, seperti kasus PT Antam dengan Budi Said yang terjadi wanprestasi menyebabkan
hilangnya hak konsumen. Dilihat pada Pasal 19 UU No 18 Tahun 1999, Pertanggungjawaban
perdata yaitu ganti rugi harus dilakukan oleh pihak korporasi terhadap konsumen.

Selain itu, pada Pasal 4 UU No 18 Tahun 1999 diatur tentang Perlindungan Konsumen,
meskipun Budi Said memiliki hak atas 1,1 ton emas namun dikarenakan mekanisme PK kedua
kewajiban PT Antam dibatalkan. Maka dari itu, para pemangku kepentingan seperti lembaga
pengawas dan aparat penegak hukum haruslah bijak dalam mengambil keputusan, sekaligus
untuk memperhitungkan hak hak dan perlindungan konsumen
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